
Menimbang 

Mcngingat 

GUBERNIJR LAl\IPUNG 

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 
NOMOR: G / 25 / B.I11 / HK / 2012
 

TENTANG 

EVALUASlRANCANGANPERATURANDAERAH
 
KABUPATEN MESUJI TENTANG PAJAK DAERAH
 

GUBERNUR LAMPUNG, 

a.	 bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pajak Daerah 
telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasa1 189 Undang- Undang Nomor 3:2 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
ka1i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasa1 157 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah; 

b.	 bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan 
Keputusan Gubemur Lampung tentang Eva1uasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Mesuji tentang Pajak Daerah; 

1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 
Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008; 

3.	 Undang-Undang Ivomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah: 

4.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

5.	 Peraturan Pemerimah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penye1enggaraan Pemerintahan Daerah: 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pernerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

7.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tugas dan We we nang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Waki1 
Pemerintah di Wi1ayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011: 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 

Memperhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomar: S-17/}'lK.7/2012 tangga16 Januari 2012 hal Hasi1 
Evaluasi Raperda Kabupaten Mesuji tentang Pajak Daerah. 



MEMUTUSKAN:
 

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUl>ATEN MESUJI TENTANG PAJAK 
DAERAH. 

KE;ATU	 Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pajak 
Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA	 Bupati Mesuji bersama DPRD Kabupaten Mesuji segera melakukan penyempurnaan 
dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah terse but berdasarkan hasil 
evaluasi sebagairnana dirnaksud pada Diktum Kesatu. 

KETlGA	 Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempumakan sesuai hasil 
evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan rnenjadi Peraturan 
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak scsuai dengan hasil 
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KEEI\IPAT	 Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada 
I\ lenteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 uu] uh ) hari setelah 
ditetapkan. 

KE.~II\IA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 
pembctulan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal17-1-2012 

GllBERNUR LAMPUNG 

ttd 

SJACHROEDIN Z.P. 

Terr busan : 
I. Menteri Dalam Ncgeri RI di Jakarta; 
.-, Menteri Keuanaan Rl di Jakarta: 
J. Kepala Badan Pemeriks~ Keuangan Perwakilan Lampung di Bander Lampung: 
.f. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Mesuji: 
5. lnspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung. 



LAMPI RAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR : G I 25/ 8.1111 HK 12012 
TANGGAL : 17 JANUARI 2012 

HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI 

TENTANG PAJAK DAERAH 

,-----­

No Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan 
1 2 3 4 5 

1 Judul Raperda PAJA~ PAJAK DAERAH PAJAK DAERAH Disempurnakan 

2 I Konsideran Ie. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf I e. bahwa pertimbangan sebaqairnana dimaksud dalarn Disempurnakan 
Menimbang a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu rnembentuk Peraturan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk 

Daerah tentang Pajak Daerah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah; 

3 I Dasar Hukurn 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum I 1. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang Hukurn Angka 1 disempurnakan, 
Mengingat Acara Pidana (Lernbaran Negara Republik Indonesia Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia dengan menambahkan 

Tahun 1981 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96,Tarnbahan Lembaran Negara kalimat pada setiap kata 
Nomor 3209); Republik Indonesia Nomor 3209); "Lembaran Negara dan 

Tambahan Lembaran 
Negara" tambahkan kata 
"Republik Indonesia", yang 
lain menyesuaikan 

4. UOOilf19 UR€lan§l N~~~rnm--4001--- tenta~BadaA ' ­ Angka 4 dihapus, karena telah 

PeAye1es~~a Pajal< (Lembaral"FNegam Rep\:Jbltk diubah dengan UU No. 14 Tahun 

k:\dooesia Tahun 1gg7 ~J@ffl@r 4o.--4Bmba~baraA 2002 sebagaimana dimaksud 

N€gafaoRepOOliM~)~ 
angka 8 Raperda. 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan I 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Angka 5 disempurnakan 
Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ~ telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
~n kO€h-la alas UU ~1&.4-9~n.1 007 119 Pooq}maA 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
~sa (Lembaran Negara Republik 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3987); 
Negara Nomor 3987); 

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Angka 12 disempurnakan 
Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan sesuai dengan adanya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 perubahan, urutan 
53, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4839); Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4839); disesuaikan dengan hirarki 

peruuan, dengan adanya 
perubahan maka urutan 

I diccsuaikan denqan 
peraturan peruuan 

hirarl-:i

j
I _------------­
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Angka 13 disernpurnakan 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
2008 t€nt<mg~Perubahaf1e--Kedu~AtaSo~a+\g-UOOang Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
N@m@r===~~~~QQ.4---------t€p~effierjnta~aeral4 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
Angka 15 disempurnakan 

Pembentukan Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran 
15. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 15. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49); Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
....... );
 

Angka 25 disempurnakan 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200625. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keungan Daerah sebagaimana 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010; 

26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Angka 26 disempurnakan 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
dengan adanya perubahan, 
urutan disesuaikan dengan 
hirarki peruuan 

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

Menetapkan	 PERATURAN DAERAH TENTANG ~K- I Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG I Disempurnakan 
PAJAK DAERAH. 

Diktum Menetapkan 4 
PAJAK DAERAH. 

Pengetikan kata "Dalarn .... ·BASI 
KETENTUAN UMUM 

BAB I Ketentuan Umum5 
disejajarkan dengan kataKETENTUAN UMUM 
PERATURAN pada Diktum 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan • 
Pasal1Pasal 1 

Menetapkan 
dimaksudkan dengan • 

~~~I< TerutaRg, yan§ selanj\Jtnya, ­

Dalam Peraturan Daerah ini yang 

SPPT dihapus karena dalam 
Raperda ini tidak mengatur 
PBS Perdesaan dan 

disin§l<at SPPT, a€lalatl su~a~4jgl:Jflakan \Jrnm
 
~kaA====besam~ja~---Wr1===&~
 

P€r€lesaan €lan Perl<€ltaa~a~erota~jb
 Perkotaan. 
p~ 

Judul bab disempurnakan,6 I Nama, Objek dan I BAS II BAS"
 
Subjek Pajak
 posisi awal kalimatPAJAK HOTEL	 PAJAK HOTEL 

disejajarkan dengan kataNAMA, OBYEK DAN SUSYEK PAJAK	 Bagian Kesatu 
"dalam" pada Pasal 1 

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan Pasal3
'1 lyanq discdiakan oloh hotel. J Dongan nama PJj3k Hotel dipunqut pajak atas C:Ptia:J~ _l pelayanan yang disediakan oleh hotel. --~ 

Pasal 3	 Nama, Obyek dan Subyek Pajak 

mailto:N@m@r===~~~~QQ.4---------t�p~effierjnta~aeral4
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BAB III
 
PAJAK RESTORAN
 

Pasal 9
 
Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas 
pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

BAB V
 
PAJAK REKLAME
 

Pasal21
 
Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap 
Penyelenggaraan Reklame van€lOOf~. 

BABVI
 
PAJAK PENERANGAN JALAN
 

Pasal27
 
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak 
atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan 
sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

BAB VII
 
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
 

Pasal34
 
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
dipungut Pajak atas ~galian Mineral bukan Logam dan 
Batuan ~airnelRa €Jirnal~sOOEl~ -dal-am peratUFafl 
OOFWFlgan€l uFl€lan€l6lR €Ii si€lang rniFloral gaR batual'l. 

BAB III I Judul bab disempurnakan 
PAJAK RESTORAN
 

Bagian Kesatu
 
Nama, Objek dan Subjek Pajak
 

Pasal 9
 
Dengan nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas 
pelayanan yang disediakan oleh restoran. 

Judul bab dan Pasal 21BABV 
disempurnakanPAJAK REKLAME
 

Bagian Kesatu
 
Nama, Objek dan Subjek Pajak
 

Pasal21
 
Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas 
Penyelenggaraan Reklame. 

Judul bab disempurnakan BABVI
 
PAJAK PENERANGAN JALAN
 

Bagian Kesatu
 
Nama, Objek dan Subjek Pajak
 

Pasal27
 
Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak 
atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan 
sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 

Judul bab dan Pasal 34BAB VII 
disempurnakanPAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
 

Bagian Kesatu
 
Nama, Objek dan Subjek Pajak
 

Pasal34
 
Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan Mineral 
bukan Logam dan Batuan baik dari sumber alam 
didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 
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BAB VIII 
PAJAK PARKIR 

Pasal 40 
Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas 
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik 
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 
yang disediakan sebagai suatu usaha, terrnasuk 
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

BAB IX 
PAJAK AIR TANAH 

Pasal46 
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

BABX 
PAJAK SARANG BURUNG WALET 

Pasal 52 
Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak 
atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang 
burung walet. 

Pasal4 
(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan 

oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa 
penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya 
memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk 
fasilitas olahraga dan hiburan. 

+-­ ---­ -
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BAB VIII 
PAJAK PARKIR 
Bagian Kesatu 

Nama, Objek dan Subjek Pajak 
Pasal40 

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas 
penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik 
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

BAB IX 
PAJAK AIR TANAH 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek dan Subjek Pajak 

Pasal46 
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas 
kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

BABX 
PAJAK SARANG BURUNG WALET 

Bagian Kesatu 
Nama, Objek dan Subjek Pajak 

Pasal52 
Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut 
pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan 
sarang burung walet. 

Pasal4 
(1) Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang 

disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, 
termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan 
Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan 
kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan 
hiburan. 

5 

Judul bab disempurnakan 

Judul bab dan Pasal 46 
disempurnakan 

Judul bab disempurnakan 

Pasal 4 ayat (3) 
disempurnakan, bahwa 
rumah kos-kosan yang 
dapat dikenakan pajak 
adalah yang memiliki 
kamar lebih dari 10 kamar 
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(2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) I (2) 
adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, 
fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan 
fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola 
Hotel. 

(3)	 Rumah kost-kostan yang memiliki fasilitas kamar I (3) 
berjumlah ~ kamar atau lebih. 

(4)	 Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana 1(4) 

L__l_
 

dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a.	 jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; 
b.	 jasa sewa apartemen, kondominium dan 

sejenisnya; 
c.	 jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau 

kegiatan keagamaan; 
d.	 jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama 

perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial 
lainnya yang sejenis; dan 

e.	 jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang 
diselenggarakan oleh Hotel yang dapat 
dimanfaatkan oleh umum. 

Pasal 10 
(1)	 Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang 

disediakan oleh Restoran/Rumah Makan dengan 
pembayaran; 

(2) Pelayanan	 yang disediakan Restoran/Rumah Makan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman 
yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di 
tempat pelayanan maupun di tempat lain; dan 

(3) Tidak termasuk	 objek Pajak Restoran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah : Pelayanan yang 
disediakan oleh Restoran ata~ Rl:lmah Mal,an yang 
momilil,i om~atal:l p@Fodara~bawah RfiF. 
~Og, (Lima PElIElh Empat JutB Rupiah) 
pertahHfl---{perkifaan-angka nomina~-dis€suaikelA 
oongan per~ PemGa) 

(1)	 Objek Pajak Restoran adalah setiap pelayanan yang 
disediakan oleh Restoran/Rumah Makan dengan 
pembayaran; 

(2)	 Pelayanan yang disediakan Restoran/Rumah Makan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman 
yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di 
tempat pelayanan maupun di tempat lain; dan 

(3) Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana 

-I 

._-­4 

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks,
 
internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,
 
transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang
 
disediakan atau dike lola Hotel.
 
Rumah kost-kostan yang memiliki fasilitas kamar
 
berjumlah 10 (sepuluh) kamar atau lebih.
 
Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana
 
dimaksud pada ayat (1) adalah :
 
a.	 jasa tempat tinggal asrama yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau 
Pernerintah Daerah; 

b.	 jasa sewa apartemen, kondominium dan 
sejenisnya; 

c.	 jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau 
kegiatan keagamaan; 

d.	 jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama 
perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti 
sosial lainnya yang sejenis; dan 

e.	 jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang 
diselenggarakan oleh Hotel yang dapat 
dimanfaatkan oleh umum. 

Pasal 10 

,--- ­
5 

Pasal 10 ayat (3) 
disempurnakan 

dimaksud pad a ayat (1) adalah Pelayanan yang 
disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya 
dibawah Rp. 54.000.000,- pertahun atau Rp. 
4.500.000,- per bulan. 

___L --l 
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Pasal16 
(1) Objek	 Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan 

Hiburan dengan dipungut bayaran 
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. tontonan film; 
b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 
c.	 kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d. kegiatan pameran; 
e. diskotik, pub, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; 
f.	 pertunjukan sulap, sirkus, akrobat dan pasar 

malam; 
g. permainan bilyar, golf, dan bowling; 
h. pacuan kuda, 
i.	 lomba kendaraan bermotor; 
j.	 permainan ketangkasan~~~ 

k. panti	 pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat 
kebugaran (fitness center); 

I.	 pertandingan olahraga; 
m. f3BFffi8iAaflc aAak an~an vidc@ gam~ 

staOOAt~ktr@n4k-a=y~ise'Nakan'i"=@~Hl 

n. pagelaran	 FRt:lsil<, =kosernan dan ata~enisA¥D 

€Iafal~;mgj~14'€»~sOO~~@@e~ 

(3) Tidak	 termasuk objek Pajak Hiburan adalah 
penyelenggaraan Hiburan yang tidak dipungut bayaran, 
seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka 
pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan. 

Pasal 22 
(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan 

reklame setiap usaha yang bersifat komersial. 
(2)	 £etia(i3 (i3~Ysaha/polakl:l el~@n@rni yang rnernilil<ci 

ryang USaft-a I'lermanen, €liaAwap rnonyolenggaral~an 

reklarne BerBentyl~ papan dongan IElQS minimal1 m2. 
(3) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 
a.	 reklame papan/billboard/videotron/megatron/soft 

sign/vertical banner dan sejenisnya; 

J b. reklame kain/vynyl; 
c.	 rekiame melekat, stiker; 
d.	 reklame selebaran @an rncrl~ hasil ~~~ 

4 
~---

Pasal 16 
(1)	 Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan 

Hiburan dengan dipungut bayaran. 
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 
a. tontonan film; 
b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau 

busana; 
c.	 kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d.	 kegiatan pameran; 
e.	 diskotik, pub, karaoke, klab malam, dan 

sejenisnya; 
f.	 pertunjukan sulap, sirkus, akrobat dan pasar 

malam; 
g.	 permainan bilyar, golf, dan bowling; 
h.	 pacuan kuda, 
i.	 lomba kendaraan bermotor; 
j.	 permainan ketangkasan; 
k.	 panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat 

kebugaran (fitness center); 
I.	 pertandingan olahraga; 

(3)	 Tidak termasuk objek 
penyelenggaraan Hiburan 
bayaran, seperti hiburan 
dalam rangka pernikahan, 
keagamaan. 

Pajak Hiburan adalah 
yang lidak dipungut 

yang diselenggarakan 
upacara adat, kegiatan 

Pasal 22 
(1)	 Objek Pajak Reklame adalah semua 

penyelenggaraan reklame setiap usaha yang bersifat 
komersial. 

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. reklame papan/biliboardlvideotron/megatronJsoft 

sign/vertical banner dan sejenisnya; 
b. reklame kain/vynyl; 
c. reklame melekat, stiker; 
d. reklame selebaran: 

G 

5 

1. Permainan	 anak-anak 
dan video games/play 
station/hibura n 
elektronika yang 
disewakan merupakan 
bag ian dari permainan 
ketangkasan. 

2. Pemda	 dap~ 

menambahkan definisi 
permainan ketangkasan 
pada ketentuan umum 
Raperda ini. 

3. Terhadap pagelaran 
musik, kesenian, dan 
atau sejenisnya dengan 
dipungut bayaran dalam 
rangka promo sebuah 
produk dapat dikenakan 
Pajak Hiburan 
berdasarkan tarif 
sebagaimana diatur 
dalam ketentuan tarif 
Raperda ini. 

Pasal 22 disempurnakan 
dengan menghilangkan 
ayat (2). 

e.	 reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f.	 ~klame udara;___ _ _ l~ 
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Ire reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, 

f. reklame udara;
 
g reklame apung;
 
h reklame suara:
 
I.	 reklame film / slide; dan 
J.	 reklame peragaan. 

(4)	 Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah • 
a.	 Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Daerah; 
b.	 penyelenggaraan Reklame melalui intemet, televisi, 

radio, warta harian, warta mingguan, warta bulananan 
dan sejenisnya; 

c.	 label/merek produk yang melekat pada barang yang 
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan 
produk sejenis lainnya; 

d.	 nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang 
melekat pada bangunan tempat usaha atau protesi 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 
mengatur nama pengenal usaha atau prafesi tersebut; 

e.	 penyelenggaraan reklame oleh Partai-partai politik. 

Pasal 28 
(1)	 Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga 

listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh 
dari sumber lain. 

(2)	 Listrik yang dihasilkan sendiri sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi seluruh pembangkit Iistrik. 

(3)	 Listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah PLN dan penyedia tenaga 
listrik lainnya 

(4)	 Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a.	 penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah; 
b.	 penggunaan tenaga listrik pada tempat tempat yang 

digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan 
asing dengan asas timbal balik; 

c.	 penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin 
dari instansi teknis terkait; dan 

d.	 penggunaan tenaga listrik lainnya ~~ 

~. 

4 _ 
g.	 reklame apung, 
h.	 reklame suara: 
I. reklame film / slide; dan
 
J reklame peragaan
 

(3)	 Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah • 
a.	 Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan 

pemerintah Daerah; 
b.	 penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, 

radio, warta harian, warta mingguan, warta bulananan 
dan sejenisnya; 

c.	 label/merek produk yang melekat pada barang yang 
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan 
produk sejenis lainnya; 

d.	 nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang 
melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi 
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang 
mengatur nama pengenal usaha atau prafesi tersebut; 

e.	 penyelenggaraan reklame oleh Partai-partai politik 

Pasal28 
(1)	 Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan 

tenaga Iistrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang 
diperoleh dari sumber lain. 

(2)	 Lrstrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. 

(3)	 Listrik yang diperoleh dari sumber lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) adalah PLN dan penyedia tenaga 
listrik lainnya. 

(4)	 Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a.	 penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah; 
b.	 penggunaan tenaga listrik pada tempat tempat yang 

digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan 
asing dengan asas timbal balik; 

c.	 penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri 
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin 
dari instansi teknis terkait; dan 

d.	 penggunaan tenaga listrik (dicantumkan disini) 

5 

1.	 Penggunaan tenaga listrik 
lainnya yang dikecualikan 
dari objek Pajak 
Penerangan Jalan CIgar 
dicantumkan pada 
Raperda ini. 

2	 Apabila tidak ada 
pengecualian lainnya 
maka Pasal 28 ayat (4) 
huruf d Raperda dapat 
dihapus. 
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I Pasal35 

(1) Objek Pajak Minerai Bukan Logam dan Batuan adalah I (1)
I, Kegratan penqarnbilan minerai Bukan Logam dan Batuan 

'1. Pengambilan mineral I 
Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalan I bukan logam dan batuan I 

kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan I lainnya yang dikecualikan 
yang meliputi • I dari objek Pajak agar 
a asbes; dicantumkan pada 
b batu tulis: Raperda ini. 
c batu setengah permata; I 2 Apabila tidak ada 
d. batu kapur; pengecualian lainnya 
e. batu apung; maka Pasal 40 ayat (2) 
f. batu permata; huruf c Raperda dapat 
g. bantonit; dihapus. 
h. dolomit; 3. Jenis-jenis mineral bukan 
i. feldspar; logam dan batuan agar 
J. garam batu (halite); mengacu pada nama 
k. grafit; ilmiahnya sebagaimana 
I. gran it landesit diatur dalam peraturan 
m. gips perundang-undangan di 
n kalsit; bidang energi dan 
o. kaolin; sumber daya mineral. 
p. leusit: 
q magnesit; 
r. mika; 
s. marmer; 
t. nitrat: 
u. opsidien; 
v. oker, 
w. pasir dan kenku; 
x. pasir kuarsa 
y. perlit; 
z. phospat; 
aa. talk 
bb. tanah serap (fulffers earth); 
cc. tanah diatome, 
dd. tanah liat; 
ee. tawas (alum); 
ft. tras; 
gg.yarosif; 
hh.zeolit; 
ii. basal; 
jj. trakkit; dan 
kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

I yang rneliputi 
a~~ M~~u~AA=iO§am~ 

~~€&~ 

~c=ojptal¥, 

~-~kof"looUr:»i 

~~§raf.iii 

~--affi@ 

~~i~uafS@i 

---!IOOfl;~aP, 

~k+iolitj. 

~m; 
~-t7rOO)i' 

~~4j@fi 

~-=bcl€fan!t~ 

~ fo&~ 

»ali¥, 
~~l~ 

~mik-iti 

~~agn@s$, 

-~aroS#f 

~ 
~1oofw, 

~-wlkJa¥r 

~ --fir~Yi' 

~~~. 

~iI¥, 

~~f~ 

eontoo~ 

-~ips~ 

~ 
~.kalsW, 

npl1!:J; 
~ 

4i\:lafsi~ 

~~ 

-===W~ 
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~-------

3-1l--_2 
--~~wa&(a!um} 

~ ~aW=kl;/@fsa~ 

~~Fliti 

~~attJ=-(l;tajit~ 

clG¥i 
batlJo=framf'lin~rnuk-wmet¥, 

bc===Batlmn~ 

~m+€e 

~#as 

~-~c€lWki 

~~O~ssi~ 

-	 Mamtef 
~rlit 

~~iatome 

~~eJ"a~II~fl+ 

~-~are 

~---GFanit 

~~cGraoodiOOt 

~~~OOesit 

~~a@ro 

~~ReOO@fit 

~salt 

~~W#t 

~~eu&it 

~~~~ftcliat 

~~1=aoi'l~~ 

~l*tA§ 

--O~ 
~a!sedOR 

~ 

~~st~Uar&@ 

~a&pE* 

~~ 
Kayu tGrkmsikaR 
Gam@t 

~ 

/\gat 
~ 

~s 
~~~l#lli~uar,'"YSOsa-f 

~f4~~A4ar~kit 

~lmgBi 

~ 

4-~---- -=--t=~~~-------------
· (2)	 Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan adalah • 
I 

a	 kcqiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan 
yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, 
seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan 
rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, 
penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa 
air/gas; dan 

b	 kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan 
pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan 
secara komersial. 

c. pengambilan mineral bukan logam dan batuan .,. 
(dicantumkan disim). 
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1 2 3 4 

(2) 

~Kerikil-sunga~~pastf 

~~P'<:Ja"",s~~ 

~~KBef.tkil-bel'pasiJC. aIilmi{-&imJj 
~~fl-<timah) 

~~e~at 

~~RaA-n:lefaA.(la~) 

~amping 

00* 
--ePasiHayt 

Pasir yan~ti6~e~LJ~sur---------minoral 

Iogaffi==i}taY~A&~iR€Haooka/l~~am 

jum!~~f.a~itinj~arbsooi------€konom 

pertamGa~~ 

Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan yang nyatanyata tidak dimanfaatkan secara 
komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk 
keperluan rumah tangga, pemancangan tiang 
listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, 
penanaman pipa air/gas; 

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan 
Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan 
pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara 
komersial. Dan 

c pengarnbilan mineral bukan 109am dan oatuan lainnya 
di~aA=<:le~~filt~aefil~ 

I

r.". (dicantumkan 

Pasal41 Pasal41 
(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir 

di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan 
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai 
usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan 
bermotor. kendaraan bermotor. 

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada 
(1) adalah: ayat (1) adalah: 
a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah; Pemerintah Daerah; 
b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang b penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran 

hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; 
c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, 

konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas 
timbal bdllK. ~ umbal balrk 
Penyelenqqara..a..n tempat parkir lai+Hl~~f\~iatl# d. Penyelenggaraan tempat parkir 
~~~11.. disini)

~d. 

5 

1.	 Penyelenggaraan tempat 
parkir lainnya yang 
dikecualikan dari objek 
Pajak Parkir dicantumkan 
pada Raperda ini. 

2.	 Apabila tidak ada 
pengecualian lainnya 
maka Pasal 41 ayat (2) 
huruf d Raperda dapat 
dihapus. 
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52 43 

1. Pengambilan dan/atauPasal47Pasal47 
pemanfaatan Air Tanah 

pemanfaatan Air Tanah. 
(1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan 

lainnya yangdan/atau pemanfaatan Air Tanah. 
dikecualikan dari objek (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah: 
Pajak Parkir 

untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan 
a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah 

dicantumkan pada 
pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. 

untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan 
Raperda ini. pertanian dan perikanan rakyat, serta 

2. Apabila tidak ada 
lamnya yang €Jiatur €Jongan Perawran Ialolpati. 

b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah peribadatan. 
pengecualian lainnya 

..... (dicantumkan disini). 
b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah 

maka Pasal 47 ayat (2) 
huruf b Raperda dapat 
dihapus. 

1. Pengambilan dan/atauPasal53Pasal 53 
pengusahaan Sarang 

pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung 
(1) Objek Pajak sarang Burung Walet adalah 1(1) Objek Pajak sarang Burung Walet adalah 

Burung Walet lainnya 
Walet; 

pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung 
yang dikecualikan dariWalet; 
objek Pajak Sarang 

pada ayat (1) adalah: 
(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud 1(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud 

Burung Waletpada ayat (1) adalah: 
dicantumkan pada 

dikenakan penerimaan negara bukan pajak 
a. Pengambilan sarang burung walet yang telah a. Pengambilan sarang burung walet yang telah 

Raperda ini. 
(PNBP); 

dikenakan penerimaan negara bukan pajak 
2. Apabila tidak ada(PNBP); 

pengecualian lainnya 
Sarang Burung Walet lamnya---==yoog €litetapl~an 

b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan 
maka Pasal 53 ayat (2) Sarang Burung Walet ..... (dicantumkan disinU· 
huruf b Raperda dapat 
dihapus 

~an PoratlJf:a~aefafl. 

Pasal17 Pasal17 IPasal 17 ayat (1) 
(1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau disempurnakan
 

Badan yang ffielal~ul<an porneayaran atas Hieuran
 Badan yang menikmati hiburan;
 
yang €Jinikmatinya;
 (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau 

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan Badan yang menyelenggarakan Hiburan.
 
yang menyelenggarakan Hiburan.
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I 

2 

Dasar Pengenaan 
Pajak 

7 

3 

DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN
 
Pasal6
 

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah Jumlah Pembayaran yang 
dilakukan oleh Subyek Pajak kepada HoteL 

. 
DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN
 

Pasal 12
 
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah Jumlah Pembayaran 
yang dilakukan oleh Subyek Pajak kepada Restoran/Rumah 
Makan. 

DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN
 
Pasal18
 

(1)	 Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah Jumlah 
Pembayaran yang seharusnya dibayarkan untuk menonton 
dan/atau menikmati Hiburan; 

(2)	 Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket 
cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. 

DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN
 
Pasal24
 

(1)	 Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa 
Reklame (NSR); 

(2)	 Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dihitung berdasarkan Lokasi Pemasangan, Jenis Reklame, 
Lama Pemasangan dan Ukuran Media Reklame; 

(3)	 Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi 
atau badan yang memanfaatkan reklame untuk 
kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung 
berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, 
lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame; 

(4)	 Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, 
maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah 
pembayaran untuk suatu masa pajaklmasa 

4 

Bagian Kedua
 
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak
 

Pasal6
 
Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah Jumlah Pembayaran 
atau yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh Subyek 
Pajak kepada HoteL 

Bagian Kedua
 
Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan
 

Pasal12
 
Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah Jumlah 
Pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima 
Restoran/Rumah Makan. 

Bagian Kedua
 
Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan
 

Pasal18
 
(1)	 Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang 

yang ditenma atau yang seharusnya diterima oleh 
penyelenggara hiburan; 

(2)	 Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan 
tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa 
Hiburan. 

Bagian Kedua
 
Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan
 

Pasal24
 
(1)	 Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa 

Reklame (NSR); 
(2)	 Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) 

dihitung berdasarkan Lokasi Pemasangan, Jenis 
Reklame, Lama Pemasangan dan Ukuran Media 
Reklame; 

(3)	 Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, 
maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah 
pembayaran untuk suatu masa pajaklmasa 
penyelenggaraan reklame; 

(4)	 Dalam hal nilai sewa reklame tidak diketahui danlatau 
dianggap tidak wajar, nilai reklame ditetapkan dengan 
menggunakan faktor-faktor memperhatikan faktor jenis, 

5 

Pasal 6 disempurnakan 
dengan menambah bagian 
bab 

Pasal 12 disempurnakan 
dengan menambah bagian 
bab 

Pasal 16 disempurnakan 
dengan menambah bagian 
bab 

Pasal 24 disesuaikan denqan 
Pasal 49 UU No. 28 Tahun 
2009. 

bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu,
 
penyelenggaraan reklame denqan li18II.IP811Iatikdll U'i~d;rY:'d I :i:d'l1; Ykd waktu fJ t li yeiel1 ggdldd fl , jumlah Jail ukur an lIildi
 
pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai reklame.
 
strategis lokasi dan jenis rektarn­
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Pasal25 
(1) 

dimaksud Pasal 24 sy@t---R-t adalah sebagai berikut 
Nilai Sewa Reklame=(NSPR+NJOPR)~ 

Ket 
NSPR (Nilai Strategi Pajak Reklame) 
NJOPR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame) = Biaya 
pembuatan+biaya pemeliharaan 
Biaya Pemeliharaan= 5% x Biaya pembuatan 

R~Tarif Pajalv4it@tapkclR=Sebes~ 

f~~m-~Iat-Sew~~amesebag-airnana-dimaks~aea 

(1)	 Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana 

(2) 
fl¥clH4--~~i==tidal\=={liketahui--da+ttatm:l---Dian~ak 

wafaJTc Nitai Sewac~gek~·ame GOOtapkan-~d~ 

m€mggunal<an-----fakto~~bagajman~dimak&Yg saoa 
Rasal~2~aH41" 

(4)	 Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN 
Pasal37 

(1)	 Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam (1) 
dan Batuan, 

(2)	 Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan (2) 
dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis 
Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

(3)	 Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah (3) 
daerah yang bersangkutan; dan 

(4)	 Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan 
Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

l 
(4) 

sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan 
oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan 
Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

I I 

------------­ 4 

Pasal 25 
Cara perhitunqan nilai sewa reklame sebagaimana 
dimaksud Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagai 
berikut: 
Nilai Sewa Reklame=(NSPR+NJOPR) 
Ket 
NSPR (Nilai Strategi Pajak Reklame) 
NJOPR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame) = Biaya 
pembuatan+biaya pemeliharaan 
Biaya Pemeliharaan= 5% x Biaya pembuatan 
Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Bagian Kedua
 
Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan
 

Pasal37 
Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral 
Bukan Logam dan Batuan; 
Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
dengan mengalikan volume/tonase hasil penqarnbilan 
dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing 
jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan; 
Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah 
daerah yang bersangkutan; dan 
Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan 
Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan 
oleh instansi yang berwenang dalam bldang 
pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan 

5 

Pasal 25 disempurnakan 
dengan menghilangkan ayat 
(2) dan ayat (3) 

Pasal 37 disernpornakan 
dengan menambah bag ian 
bab 

, 
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DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA
 
PERHITUNGAN
 

Pasal43
 
(1)	 Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah 

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 
penyelenggara tempat Parkir; 

f2-)--=Dasar ~an Pajak ~~a4maAa 

~ud=pa€la ayat (1) direta~ba§lai befilw~ 

-1. KeA€lal"QaA 13OfRl@ter re€la 2 (€lwa): Rp. 1.000, 
hKen€lflj:Qan 13erflCt€>tBHooa ~ (eflCtpa~ 

ac.	 M@13il Se€lafF,==M~lffi dan ataY I<GAdQf~ 

~p13a€li : R~ 

b.	 Trwl< dongan B@~nas~mpai~n§}an7,{) 
+en : Rp. 2.000, 

&:= Tn-Jk €lQngan BaBel tOfl@se~a~fF. 

3.000, ; dan 
(3)	 Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga 
Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada 
penerima jasa Parkir. 

DASAR PENGENAAN TARIF, DAN CARA
 
PERHITUNGAN
 

Pasal49
 
(1)	 Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai 

Perolehan Air Tanah; 
(2) Nilai	 Perolehan Air Tanah sebaqaimana dimaksud 

pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung 
dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh 
faktor-faktor berikut: 
a.	 jenis sumber air; 
b.	 lokasi sumber air; 
c.	 tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
d.	 volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e.	 kualitas air dan 
f.	 tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan 

oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. 

J (3) ~fl§l§lwAaan fol<tor..fal<t€~r seBa§lalflCtana glffial<sOO~ 
pa€la ayat (2) diseswoi-k-a~~ 

flCtosin§DaQrah; 

--- _I_--=-----=-=-~____=_~~ --f- --~=-- ~---
Bagian Kedua
 

Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan
 
Pasal43
 

(1)	 Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah 
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 
penyelenggara tempat Parkir; 

(2)	 Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga 
Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan 
kepada penerima jasa Parkir. 

Bagian Kedua
 
Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitunqan
 

Pasal49
 
(1)	 Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai 

Perolehan Air Tanah; 
(2) Nilai	 Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud 

pad a ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung 
dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh 
faktor-faktor berikut: 
a.	 jenis sumber air; 
b.	 lokasi sumber air; 
c.	 tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
d.	 volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e.	 kualitas air dan 

Pasal 43 disempurnakan 
dengan menghilangkan I­

ayat (2) karena pengenaan 
pajak cukup berdasarkan l 
pada jumlah pembayaran 
yang diterima atau 
seharusnya diterima oleh 
penyelenggara parkir. 

Pasal 49 disempurnakan 
dengan menambah bagian 
bab dan menghilangkan 
ayat (3) 

f.	 tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan 
oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

Perolehan Air Tanah Sebagairllana~ LI(0) Besarnya Nlla.I 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan BuV' . ~_____ _~__ 
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(4)	 Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 55 
(1)	 Dasar pengenaan Pajak Sarang Burunq Walet adalah 

Nilai Jual Sarang Burung Walet; 
(2) Nilai	 Jual Sarang Burung Walet sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 
perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung 
Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan 
dengan volume Sarang Burung Walet. 

Tarif Pajak	 Pasal 7I8 
Tarif Pajak HotelfTempat Kost ditetapkan sebagai berikut : 
1.	 Hotel Melati 2 dan atau Melati 1 atau yang 

dipersamakan atau yang memiliki omset antara 1 
(satu) juta sampai dengan 5 (lima) juta rupiah 
ditetapkan sebesar 5 % (lima persen); 

2.	 Hotel Melati 3 atau yang dipersamakan atau yang 
rnerniliki ornset diatas 5 (lima) juta sarnpai dengan 15 
(lima belas) juta rupiah ditetapkan sebesar 7,5 % 
(tujuh setengah persen); 

3.	 Hotel Berbintang atau yang dipersamakan atau yang 
memiliki omset diatas 15 (lima belas) juta rupiah 
ditetapkan sebesar 10 %, 

4.	 Tarif tempat kost ditetapkan sebesar 5 %. 

"la, 

4 

Pasal 55 
Dasar Pengenaan Tarif, dan Cara Perhitungan 

Bagian Kedua 
dengan. 

Pasal 55 bagian bab 
(1) Dasar	 pengenaan Pajak Sarang Burung Walet
 

adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet;
 
(2) Nilai	 Jual Sarang Burung Walet sebagaimana
 

dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
 
perkalian antara harga pasaran umum Sarang
 
Burung Walet yang berlaku di daerah yang
 
bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.
 

Tarif 
. Besarnya tarif Pajak Hotel ditetapkan sebaqai berikut: 

Pasal 7 
dengan 
jangka1.	 Hotel Melati 1 dan Hotel Melati 2 atau yang
 
omset.
dipersamakan dan/atau yang memiliki omset antara
 

Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,­

ditetapkan sebesar 5 % (lima persen);
 

2.	 Hotel Melati 3 atau yang dipersamakan atau yang
 
merniliki ornset di atas Rp. 5.000.000,- sampai
 
dengan Rp. 15.000.000,- ditetapkan sebesar 7,5 %
 
(tujuh setengah persen);
 

3.	 Hotel Berbintang atau yang dipersamakan dan/atau
 
yang memiliki omset di atas Rp. 15.000.000,­

ditetapkan sebesar 10 %;
 

4.	 Tempat kost ditetapkan sebesar 5 %. 

Pasal13 I Tarif 
Pajak Restoran ditetapkan sebagai dengan 

jangka 
4.500.000,- I omset. 
per bulan 

disempurnakan 
menambah judul 

disempurnakan 
memasukkan 

waktu penerimaan 

disempurnakan 
memasukkan 

waktu penerimaan 
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T3.	 Restoran yang memiliki memiliki omset diatas 10 juta 3 Restoran yang memiliki memiliki omset di atas Rp. 
rupiah ditetapkan sebesar 10 %, 10.000.000,- ditetapkan sebesar 10 %, 

1 4.	 Usaha katering/Jasa Boga dikenakan 5 % dari total 14. Usaha katering/Jasa Boga dikenakan 5 % dari total 
omset. 

Pasal19 
I Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis Hiburan adalah : 

a.	 Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang 
menggunakan sarana film Bioskop ditetapkan : 
1. Golongan A sebesar 20 % (dua puluh persen) 
2. Golongan B sebesar 15 % (lima belas persen) 
3. Golongan C sebesar 10% (sepuluh persen) 
4. Pertunjukan Film keliling sebesar 5 % (lima 

persen) 
b.	 Untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian 

tradisional (Musik dan Tari), pertunjukan sirkus, 
Kegiatan pameran (seni/ busana), kontes kecantikan, 
Bina Raga sebesar 10 % (sepuluh persen); 

c.	 Untuk Diskotik, Pub, Bar, Karaoke, Kelab Malam, 
Mandi Uap/Spa, Pusat Kebugaran (Fitness Centre) 
dan Sejenisnya ditetapkan 25 % (dua puluh lima 
persen); 

d.	 Untuk Pertunjukan Sulap, Sirkur dan Pasar Malam, 
dan Tempat Permainan Bilyar, Golf dan Bowling 
ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen); 

e.	 Untuk Pacuan Kuda, Lomba Kendaraan Bermotor, 
Permainan Ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan 
sebesar 20 % (dua puluh persen); 

f.	 Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 
% (sepuluh persen) 

§-. \:lnilll< fileHllait:Rln anaK-aAakAt-iGoo-= games/Play 
I Station eiteta~ebe&ar 1(}~~hlh~AA)' 
I @an 

h.	 Portunjwl(Qn Musikrrari ea~ofenisnyaealam 
f-.a+lgl(a filr€lffiO sobuaR filF€look sebesar Rfil. 700.000, 
per sahel kali filertwn1uk3l+.­

l__~	 .---'-__ 

omset. 

Pasal 19 
Besarnya tarif pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: 
a.	 pertunjukan film: 

1. Golongan A sebesar 20 % (dua puluh persen) 
2. Golongan B sebesar 15 % (lima belas persen) 
3. Golongan C sebesar 10 % (sepuluh persen) 
4. Pertunjukan Film keliling sebesar 5 % (lima 

persen) 
b.	 pagelaran kesenian, musik dan 

sirkus, Kegiatan pameran (seni/ 
kecantikan, Bina Raga sebesar 
persen); 

tari, pertunjukan 
busana), kontes 
10 % (sepuluh 

c.	 Diskotik, Pub, Bar, Karaoke, Kelab Malam, Mandi 
Uap/Spa, Pusat Kebugaran (Fitness Centre) dan 
Sejenisnya ditetapkan 25 % (dua puluh lima 
persen); 

d.	 Pertunjukan Sulap, Sirkus, akrobat, dan Tempat 
Permainan Bilyar, Golf dan Bowling ditetapkan 
sebesar 20 % (dua puluh persen); 

e.	 Pacuan Kuda, Lomba Kendaraan Bermotor, 
Permainan Ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan 
sebesar 20 % (dua puluh persen); 

f.	 pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % 
(sepuluh persen). 

5 

1. Permainan anak-anak 
dan video games/play 
stationIh ibura n 
elektronika yang 
disewakan merupakan 
bagian dari permainan 
ketangkasan. 

2. Pemda dapat 
menambahkan definisi 
permainan ketangkasan 
pada ketentuan umum 
Raperda ini. 

3. Terhadap pagelaran 
musik, kesenian, dan 
atau sejenisnya dengan 
dipungut bayaran dalam 
rangka promo sebuah 
produk dapat dikenakan 
Pajak Hiburan 
berdasarkan tarif 
sebagaimana diatur 
dalam Raperda ini. 

4. Tarif untuk pertunjukan 
musikltari dan/atau 
sejenisnya agar 
dicantumkan dalam 
Raperda ini. 
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Cara Penghitungan 
Pajak 

3	 4 

Tarif Pajak 
persen). 

Parkir 

Pasal 44 
ditetapkan sebesar 20% (dua puluh 

Pasal 50 
Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh 
persen). 

Pasal56 
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% 
(sepuluh persen). 

Pasal8 
Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 
dengan dasar pengenaan Pajak sebagaiamana dimaksud 
dalam pasal 6. 

Pasal14 
Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 
dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 12. 

Pasal20 
Besarnya Pajak yang terhutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 
dengan dasar pengenaan Pajak sebagaiamana dimaksud 
dalam pasal 18. 

Pasal26 
Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak yang 

_I 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 aya~ dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dengan dasar 
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 25 ayat (1 ). 

~ _ 

Pasal 44 
Besarnya tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua 
puluh persen). 

Pasal 50 
Besarnya tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10 % 

! (sepuluh persen). 

Pasal56 
Besarnya tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan 
sebesar 10% (sepuluh persen). 

Pasal8 
Besaran Pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar penqenaan 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

Pasal 14 
Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung 
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal12. 

Pasal 20 
Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihilung 
dengan cara 'rnenqalikan tarif sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 19 dengan dasar pengenaan Pajak 
sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 18. 

Pasal26 
(1)	 Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua 

puluh persen). 
(2)	 Besaran pokok Pajak Reklame terulang 

5 

I Pasal 44 disempurnakan 

I Pasal 50 disempurnakan 

I Pasal 56 disempurnakan 

Pasal 8 disempurnakan 

Pasal 14 disempurnakan 

Pasal 20 disempurnakan 

I Pasal 26 disempurnakan 

---.J

L~___L 
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Masa Pajak 
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I Pasal31 
Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai 
berikut: 

I a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal 6a~ dan 
I bukan industri, ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal Gaf~ 

j untuk usaha industri, pertambangan Minyak Bumi dan 
Gas Alam tarif PPJ ditetapkan sebesar 3%(tiga 
persen). 

c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, 
baik untuk industri maupun bukan industri ditetapkan 
sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 

Pasal32 
Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang tem\#a~ 

dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. 

Pasal67 
Masa Pajak--adalat-r}Q-f\gka=wal<tu tert~~ng lamanya 
sama----satu DW-an takwi-m, SOO-l=tilhtm=OOWat-8lJ-=Seft8f7 

, ooanya porbu9-tan yang ~A= kew~ 
I~kDaorah~ 

~sa~ 

~ 
fB=P~~ote~ala~~tta~~t*~-wI~ 

~ll=ata~naa~k3)iiffi~ 
~f\00*. 

~~BStQrafl adal~ta~4satu~la~eOO,* 
~ta~l1ililfl=cpcla)(a~ 

Eiiberik3fl~-f@ste Fan; 
(-J-) Pajak MiooFafl a€l~~tar--==--+-------satl}}--c=--b~¥aleOO€J' 

mBla~~ooggtl~~oog 
El~~~~ril4¥, 

Pasal31 
Besarnya tarif Pajak Penerangan 
sebagai berikut: 
a.	 Penggunaan tenaga Iistrik dari 

5 
-~~ --~-------

Pasal 31 disempurnakan 
Jalan ditetapkan I karena penggunaan 

sumber lain bukan 
untuk industri , pertambangan min yak bumi dan gas 
alam, ditetapkan sebesar 5% (lima persen). 

b.	 Penggunaan tenaga Iistrik dari sumber lain oleh 
industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, 
tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% 
(tiga persen). 

c.	 Penggunaan tenaga Iistrik yang dihasilkan sendiri, 
baik untuk maupun bukan industri, pertambangan 
minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan 
Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu kama lima 
persen). 

Pasal 32 
Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 dengan dasar pengenaan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. 

Pasal 67 
Masa pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, 
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, 
Pajak Air Tanah dan Pajak Sarang Burung Walet adalah 
jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. 

tenaga listrik dari sumber 
lain termasuk penggunaan 
tenaga listrik dari PLN 
atau penjual tenaga Iistrik 
lainnya. 

Pasal 32 disempurnakan 

I Pasal 67 disempurnakan 

Dihilangkan 
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t4+·~Pajako=geklal+t€cadaJOO.~tja~dlJa=belasHi}l#a~nder 

ealllata~amny~a.---€ieng3f+==oWalffippen'fele~ 

fBk~a~ 

\5}~ReR€fan~~I1.~lah===wtia~~tsatu'~bulaA 

kalenOO+=melakukal+opembaYaFaa=ata~gu~@aga 

~~ 

\~---Paja*=Mill€ra~ukaMogam-daFF8atuafto~al~ali 

mOOku~peRgameilaR-~in€ra~8ukal+~affi-o-dan 

fullitan; 
~aja~afk~dalaA -wtiap 1 (sa~ula~ka#Htder 

mela~~mOO¥ara~a~e~aan oela-vanaFl 
~ra~empat=PMki~ 

~ja~~r~na~da~-Wtiap~~ali-=.~n 

pengambilal#pemar+faat~ptarlaA; 

~aja~ara~Bu~i@t=aQala~waktu~t~tb'fan§ 

lam~e&4efla~ula~a~~a~~ambilaR 

s~llgoWatet daR=Sriti= 

Pa~9 

&aatP--aja~-t€rutimgcUfl~ 

\ct~~4cl~dabh saat=4tber~nYU=f16layaflan=h~aR 

ataH~eayaffHM:l~~ 

E2.~Rajak~~dalaf1.===~tOOAkaR~~n 

ffist@+an=d~ta~ba%ffil~~ 

~jburafPoS~laksaAaka~nj~a~atw 

pBnlGa¥af~~~~ 
f4) Paja~a~~la~~~aaR F0klame 

da~itaA----&K-PDt 

(~aja~a~d~aa~HI4aaR 

te~HstJ;~bayaffi~9Uflaaft 

~tf~ 

~~~ine~t1~Ilc&tu~dalaR saat-4;@tlal@ 
kal~mo~akuk~gamB#~~~~a~an 

BaWal¥, 
F1	 Pajal< ParKj~dalah&oat set~aflfaatkaA------d<m,latau 

m~<ln=oo~mbay'af3~S J300~Ia¥QRan 

~e~t--parl<W,-

~) ---Pajak I\ir TaRal:t------OOalaR soaa~FlfaatkaA= 4an/ataY 
melakUKaR J3ombayaffin-==- mas =filon~AaaA 

J*mgambi~aif;o~ 

f9)	 Paja~ng 8YnJAg===Wa~iHah~ad~a=csaat 

~i;:l ~;;:jR-flAnD;::jmBHan sarcang-tmrung-Walet-dan Sriti 

54 

Dihilangkan 

L_	 ..J I 
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Penetapan Pajak11 

Tata cara 
pembayaran dan 
penagihan 

12 

3 4 

BAS XIII Pasal70 
TATA CARA PENETAPAN PAJAK (1)	 Pemungutan pajak dilarang diborongkan. 

Pasal 70 (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang 
~apJJ¥afib=F2atak 'ovajib Mengist=&PcW9-~ terutang berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar 
Q) SP-TeP8------sebagai-lflofwdimaKsud ayrat (1~Pcasal==#lt sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan 
~f1§an jolas, bBflaF=dan 16ngl<B~ perundang-undangan perpajakan.
 
sitandatangooieloh Wajib Pajsk=atau=kuasaflya=-4on
 (3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan 
e~ikon I<@p<l€ia Bttpati ataY====P-e~g Bupati meliputi Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame. 
sitlJnjlJk seslJai dOPlgaPl jan§ka 'A'aktlJ )'Qfl§l (4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 
effoPltlJkan; adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

(~) SPTP[) setiJagai~ana di-~al<sws ayrat (1) Pasal ini Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan 
harws sisa~fl==kepada BWf)ati==solaFlWat­ Logam dan Batuan dan Pajak Parkir.
 
larntiJatPlyra 1~ (tima=bclos)=fiOfi=setelah tiJ@rakfiifAya
 (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 
~asa pajak-;­ berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan 

(4) Bontwl<, isi=6aFl=tata=eariFpe~~ampaiafl menggunakan SKPO atau dokumen lain yang 
~nga~wBffitl#Qn D"Potj dipersamakan. 

(6) Ookumen	 lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) berupa karcis dan nota 
perhitungan. 

(7) Wajib	 Pajak menghitung, memperhitungkan, dan 
menetapkan sendiri pajak yang terhutang dengan 
menggunakan SPTPO. 

(8) Wajib	 Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 
dengan membayar sendiri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) membayar pajak yang terutang 
berdasarkan SPTPO, SKPOKB, dan SKPOKBT. 

(9) SPTPO	 sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) diisi 
dengan jelas, benar dan lengkap dan harus 
disampaikan kepada Bupati selambat-Iambatnya 
...... ( ) hari kerja setelah berakhirnya 
masa pajak. 

Pasat=74 Pasal71 
(1) Bor€lgsarkaA SPTPD €@tiJaaai~fla--dimal<sl:id Pasal (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Formulir 

10 avat (1). BWl3ati gtaw Petabat vaA€! sitlJnilJl< Pendataan. 
Fllon@taf)lmPl Pajal< TerutaA§==deflganrn@Aefbttkafl 

Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap 
(2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) 

SKP[)'

I (~+--Bentuk; isi vdan tata cara penerbitan -SKI'D serta ditandatanqani oleh wajib pajak atau kuasanya 
sebagai~aAa difnaK~OO=padg ayat={1) sitetapkafl dan disampaikan kepada bupati atau Pejabat yang 
OOflgan--P@ratlol FaA Btip ati-;­ ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang 

ditentukan. 

Pasal 70 diubah rneojadi 
pasal yang mengatur 
ketentuan jenis pajak yang 
dipungut berdasarkan self 
assessment dan official 
assessment, sesuai 
dengan PP No. 91 Tahun 
2010 tentang Jenis Pajak 
yang Dipungut 
Berdasarkan Penetapan 
Kepala Oaerah atau 
Oibayar Sendiri oleh Wajib 
Pajak. 

1. Pasal 71 diubah menjadi 
pasal yang mengatur 
pengisian formulir 
pendataan sebagai 
dasar pendataan wajib 
pajak. r
 ,_ J
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~~~PD s€l:::la§}atrnmw ctm1al<swd ay~~l 

if:»==t~ atau kumn§} c:Uba;'ar setelah IGWat=waM£l 
pa~Ulhlh) haFi=s@~P~~€F, 

dikeM~~si----a@mi~Fl:tpa I:1u~BOOsOf' 

~~I+)--==--r",ebu~~eAeIDitkaA 

~~ 

BA~HI 

:r~~Y*AN'FP-E-M-BA¥ARAN DAN 
PeNAGUI-{AN 
~saJ- 72 

(1) PemhlA9ut~~ilQf'Qng €JibGrongkaf¥, 
(2) S€tiap V\'ajil3 Pajakwajm=meml:::layar Pajal< yang 
terutang berdasarkafl---&urat ketotafJan pafa#=atOhl €libayar 
sen€Hti-= oI€1:1 WaMb Pata~A- ee~A 

perun€Jan~an f*}rpajakan: 
(3) Wafib Pajak YQf'l~~~pajal<a-A 

ooKfasarkan f3enetap~epaJa Qaefa~ €lioo,'ar €lengan 
men9ghlnakan ~KPD atQlJ €Joktlffien lain yang 
oipersarnakaf¥, 
(~) D@l<urnen lain yang €Jif*}FSamal<an sel::Jagairnana 
€Jirnal<shl€J filada ayat (2) I:::let=upa karcis €Jan neta 
p€ffiithl ng an. 

4 

(3) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) 
Pasal ini harus disampaikan kepada Bupati 
selambat-Iambatnya 15 (lima belas) hari setelah 
berakhirnya masa pajak; 

(4) Sentuk,	 isi dan tat a cara pengisian dan 
penyampaian Formulir Pendataan ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal72 
(1) Serdasarkan	 Formulir Pendataan sebagaimana 

dimaksud Pasal 71, Supati atau Pejabat yang 
ditunjuk menetapkan Pajak terutang dengan 
menerbitkan SKPD. 

(2) Bentuk,	 isi dan tata cara penerbitan SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati. 

(3) Formulir	 Pendataan sebagaimana dimaksud Pasal 
71 digunakan dalam rangka pemeriksaan SPTPD 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 70 ayat (7). 

Pasal .... 
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 

terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan : 
a. SKPDKB dalam hal: 

1) jika berdasarkan nasi' pemeriksaan atau 

~
 
2. Dokumen SPTPD yang 

digunakan sebagai 
dokumen pendataan 
wajib pajak pada 
Raperda ini agar diubah 
menjadi Formulir 
Pendataan atau 
dokumen lainnya karena 
dokumen SPTPD 
merupakan dokumen 
pemungutan pajak yang 
bersifat self assessment 
(yang dibayar sendiri 
oleh Wajib Pajak). 

Pasal 72 diubah menjadi 
Pasal yang mengatur tata 
cara penerbitan dokumen 
pajak dan substansi Pasal 
72 telah terakomodir pada 
Pasal70 

Penambahan pasal baru yang 
mengatur pembayaran pajak, 
dengan adanya penambahan 
pasal,maka pasal selanjutnya 
menyesuaikan 

keterangan bin, pajak yang torutanq tidak atau I
 
kurang dibayar; ~
 

~~~~-	 ----_.------.-. 

I 
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2)	 jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati
 
dalam jangka waktu dan setelah
 
ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada
 
waktunya sebagaimana ditentukan dalam
 
surat teguran;
 

3)	 jika kewajiban mengisi SPTPO tidak dipenuhi,
 
pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 

b.	 SKPOKBT jika ditemukan data baru dan/atau
 
data yang semula belum terungkap yang
 
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang
 
terutang; dan
 

c.	 SKPON jika jumlah pajak yang terutang sama
 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
 
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 

(2) Jumlah	 kekurangan pajak yang terutang dalam 
SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat 
Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar Tambahan 
sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan pajak tersebut. 

(4)	 Kenaikan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) Pasal 
ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan 
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 

(5) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan 
Pajak Oaerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud 
ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima 
persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2 
% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar untuk janqka waktu 
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangny? '"\ajak. .1 
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. (1) 
Pasal 75 

~Q~ menentukan tanggal jatuh tempo I (1) Bupati 
Pasal75 

menentukan tanggal jatuh tempo 
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 
terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal diterimanya ~SKPD oleh Wajib 
Pajak. 

(2)	 SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah 
pajak yang harus dibayar bertambah merupakan 
dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan. 

pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat 
terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal diterimanya SKPD oleh Wajib Pajak. 

(1)	 SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan 
harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

(3) ---KOfjEHa=QaBfQfl atas permohonan Wajib Pajak setelah I (2) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan. 

Pasal78 
(1)	 Pajak yang terutang berdasarkan WPT, SKPD, 

SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh 
Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan 
Surat Paksa. 

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 

l_~__	 a. ~~~ar~alam tahun berjalan tl~ak atau 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal79 

1

(1) ~a Daerah dapat menerbitkan STPD jika:
 

I 

memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat 
mernberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, 
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan. 

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, 
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

Pasal78 
(1)	 Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, 

SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan 
Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar 
oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih 
dengan Surat Paksa. 

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

I	 Pasal79 
(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: 

atau kurangkurang l__'._~~~:~C!~:~~ tahun berjalan tidak 

?J 

5 -----~ 

an 
dengan menghapus 
dokumen SPPT 

- Kata "Kepala Daerah" 
diubah menjadi kata 
"Bupati", yang lain 
menyesuaikan. 

Pasal 78 disempurnakan 

Pasal 79 disempurnakan 

.LJ 

I I 



-----
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4

~-11·~==2-=_~= danh~S~~ene~iUan:PTP~-terdapat keku rangan b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 
I I pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau pembayaran sebagai akibat salah tulis danlatau 
I I salah hitung; salah hitung; 

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif 
bunga dan/atau denda. berupa bunga dan/atau denda. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif 
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat 
terutangnya pajak. terutangnya pajak. 

(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh 
tempo pernbayaran dikenakan sanksi administratif tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan 
ditagih melalui STPD. ditagih melalui STPD. 

(4)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembayaran, penyetoran, tempat pernbayaran, 
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur 
dengan Peraturan ~ala Daer8A. 

13	 I Kedaluwarsa BABXV BABXV 
~ENGHI'.~US:\M PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA PENAGIHAN 

KEDALUWARSA Pasal 80 
Pasal80 (1)	 Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi 

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) 
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, 
terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak 
Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang pidana di bidang perpajakan daerah. 
perpajakan daerah. (2)	 Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana 

(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: 
pada ayat (1) tertangguh apabila: a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; 
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau 

atau b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik baik langsung maupun tidak langsung. 

langsung maupun tidak langsung. (3)	 Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat 
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
I kedaluwarsa penagihan dilutunq sejak tanggal I penyarnpaian Surat Paksa tersebut. 

L -----"~~~~~_~ penyampaian Surat Paksa tersebut. ~_ 

5 

Judul bab disempurnakan 
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Pasal81 

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagl karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak 
Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan K€pal~A. 

14 Pembetulan, Pasal82 
Pembatalan, (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 
Pengurangan Kepala I;)ooffiA dapat membetulkan SR~ SKPD, 
ketetapan dan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPOLB 
penghapusan atau yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis 
pengurangan sanksi dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
administrasi ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 
(2) KBJ*}Ia={jaefi14 dapat 

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi 
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak 
yang terutang menurut peraturan perHrl~aR 

perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 
karena kesalahannya; 

b rnengurangkan atau rnernbatalkan S12~l, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang tidak benar: 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak 

yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan 
tata cara yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak 
atau kondisi tertentu objek pajak. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan 
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan ~J:1,. 

Pasal 83 

l 
I 
______. 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada: ~I~ atau ~t:Jdl.Jdl ydlly ditunjuk atas suatu 
a~~ 

b. SKPO; 
_ 

Pasal81 
(1)	 Piutang Pajak yang tidak mung kin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan 

(2)	 Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang 
Pajak Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

(3)	 Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal82 
(1)	 Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 

Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 
atau STPD, SKPON atau SKPDLB yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

(2)	 Bupati dapat: 
a.	 mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan 
pajak yang terutang menu rut peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak 
atau bukan karena kesalahannya; 

b.	 mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang 
tidak benar; 

c.	 mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d.	 membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai 
dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e.	 mengurangkan ketetapan pajak terutang 
berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar 
Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan 
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal83 
(1) Wajlb Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada I rBUPJJdll atau lJejdUdl yang ditunjuk atas suatu 

a SKPD, 
b SKPDKB, 
c SKPDKBT, 

5 

Pasal 81 disempurnakan 

Pasal 82 disempurnakan 
dengan menghapus dokumen 
SPPT dan kata "Kepala 
Daerah" diu bah menjadi kata 
"Bupati" 

I Pasal 83 disempurnakan 
dengan menghapus do~umen 

SPPl dart Kala Kepal~ I 
Daerah" diubah rnenjadi kata 
"Bupatl" 
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c. SKPDKB; d. SKPDLB; 
d. SKPDKBT; e. SKPDN; dan 
e. SKPDLB; f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketigaI 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang­f. SKPDN; dan 
undangan perpajakan daerah.
 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang­

g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam banasa
 
undangan perpajakan daerah.
 Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
 
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal 

pemotongan atau pemungutan sebagaimana
 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal
 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling 
dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak
 

pemotongan atau pemungutan sebagaimana
 dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
 
dimaksud pada ayat (1), keeuali jika Wajib Pajak dapat
 dapat dipenuhi karena keadaan di luar
 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
 kekuasaannya.
 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 

membayar paling sedikit sejumlah yang telah
 
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
disetujui Wajib Pajak.
 

Wajib Pajak.
 (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
 (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat
 
(3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat
 Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan 

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau tanda 
oleh Kopala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atau pengiriman surat keberatan melalui surat pas
 
tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pas
 tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat
 
tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat
 keberatan.
 
keberatan.
 

Pasal 87 disempurnakanPasal87Pasal 87 
dan kata "Kepala Daerah" 

mengajukan permahonan pengembalian kepada 
(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak 

diubah menjadi katadapat mengajukan permohonan pengembalian 
"Bupati"~ala Daerah. kepada Bupati. 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua
 
(dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan
 

(2) ~ta D-aerafi dalam jangka waktu paling lama 12 
belas) bulan, sejak diterimanya permohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
 
memberikan keputusan.
 memberikan keputusan. 
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(3) 
dan ayat (3) telah dilarnpaui dan Ke~@€rah-Aidak 

memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian 
pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau 
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan. 

(3)	 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

(4) 
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dahulu utang Pajak tersebut 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, 

(5) 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB 
atau SKRDLB. 

(5)	 Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana 

(6) 
setelah lewat 2 (dua) bulan, Kep~O~ memberikan 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak. 

(6)	 Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dliakukan 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) diatur dengan (7) 
Peraturan Ke!*»~~ 

Pasal88 
(1)	 Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan I (1) 

Retribusi-dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja 
tertentu ~ (2) 

(2)	 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. (3) 

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
~. 

~~ 

~si yangt~taksana~an l«JwajibaAA¥a 
sehin§§t~ika~ang~~~ 

kH~ma ~ (ti~~ 

1*l~A-Ya~tiga~~~~ 
HOOk atau ku~ 

f2~~aseea9aim~imak~y~12asa! 

~g§aran. 

4 
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Apabila janqka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak 
membenkan suatu keputusan, permohonan 
pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan 
dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalarn 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan 
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, 
kelebihan pembayaran Pajak sebaqairnana dirnaksud 
pada ayat (1) lang sung diperhitungkan untuk melu nasi 
terlebih dahulu utang Pajak tersebut. 
Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB. 
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati 
rnernberikan irnbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan 
pembayaran Pajak 

Tata	 cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denqan 
Peraturan Bupati 

Pasal88 
Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat 
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denqan 
Peraturan Bupati dan berpedoman kepada peraturan 
perundang-undangan. 

5 

Pasal 88 disempurnakan 
dengan menghapus kata 
retribusi 

Pasal 89 dihilangkan, karena 
ketentuan tersebut mengatur 
tentang retribusi daerah 
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1. Pasal 94 ayat (1) dan ayatPasal .... Pasal94I	 16 I Keten 
(2) disempurnakan karena 

karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban 
(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang 

Pasal 94 ayat (1) dan ayat 
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal~ 

karena kealpaannya tidak mernenuhi kewajiban 
(2) lru merupakan 

ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan 
rnerahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 

ketentuan pid ana atas 
paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 

.... ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana 
pelanggaran Pasal 90 

Rp4.000.000,00 (ernpat juta rupiah). 
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda 

Raperda ini. paling banyak Rp4.000000,00 (empat juta rupiah). 
2. Urutan dan penunjukan 

dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau 
(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang 

pasal agar disesuaikan. 
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban 

dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau 
seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya 

pejabat sebagaimana dimaksud dalam ~~ ayat (1) kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama .... ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana 
2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). paling banyak Rp1 0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana 
pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan 

orang yang kerahasiaannya dilanggar. atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. 
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut 
(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut 
kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib 
Pajak, karena itu Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan 

1. Pasal 95 disempurnakan 
Denda sebagaimana dimaksud dalam ~~ Pasal 92, ~ 

Pasal95Pasal 95 
karena denda pidana 

~asa~at (1)--<:Iooa)'at (2} merupakan penerimaan negara. 
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... merupakan 

sebagai penerimaan 
negara dalarn Pasal 95 ini 
merupakan denda pidana 
yang diatur dalam Pasal 92 
dan Pasal 94 ayat (1) dan 
ayat (2) Raperda ini. 

penerimaan negara 

2. Urutan	 dan penunjukan 
pasal agar disesuaikan. 

Pasal 97 disempurnakan 
Pada saat Peraturan Daerah ya~¥aA==beroosal"kaR 

Pasal97Pasal97Ketentuan Penutup 17 
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan 
tentang Pajak Daerah yang diberlakukan sebagai dasar 

~€trioosi ldaeraR ini berlaku, maka Peraturan tentang Pajak 
~arl~:;W TahldA =WO&=4~k----Daer.atl 

hukum pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Mesuji dan 
Daerah yang diberlakukan sebagai dasar hukum pemungutan Peraturan Daerah lainnya yang bertentangan dengan 
Pajak Daerah di Kabupaten Mesuji dan Peraturan Daerah peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan 
tidak berlaku sejak berlakunya Peraturan Daerah ini 
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Lain-Lain 
a	 Pembetulan, 

Pembatalan, 
Pengurangan 
Ketetapan, dan 
Penghapusan 
atau 
Pengurangan 
Sanksi 
administratif 

18 

b.	 Keberatan dan I Banding
I 

I__L__ ~
 

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan K€J3ala-cG~ dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati 

Pasal83 Pasal83 
. (1) Wajib Pajak dapat menga.jUkan. keberatan hanya ke.p~a. da (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 
~atau pejabat yang ditunjuk atas suatu: Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu 

I 
a~ 

_J:>: 
~; 

SKPD; __ 
a. 
b. 

SKPD; 
SKPDKB; 

JJatau pembatalan ketetapan pajak sebagaimanaatau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud 

5 

Pasal 99 disempurnakan 

1. Pasal	 82 disempurnakan 
dengan menghapus SPPT 
karena dalam Raperda ini 
tidak mengatur PBB 
Perdesaan dan Perkotaan 

2. Frase "Kepala Daerah" 
diubah menjadi "Bupati' 
sesuai dengan Pasal 1 
angka 2 Raperda ini 

1. Pasal	 83 disempurnakan 
dengan menghapus SPPT 
karena dalam Raperda iru 
tidak mengatur PBS 
Perdesaan dan Perkotaan 

3 

Pasal99 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji. 

Pasal82 

memerintahkan 
penempatannya 

(1)	 Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 
~aera~apat membetulkan ~, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB 
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis 
dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

(2)	 ~pala--Qa€ra\:l dapat: 
a.	 mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya; 

b	 mengurangkan atau membatalkan ~, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB 
yang tidak benar; 

c.	 mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan	 hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak 

yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan 
tata cara yang ditentukan; dan 

e	 mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau 
kondisi tertentu objek pajak. 

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan 

Peraturan Daerah 
diu ndangkan 

4
 

Pasal99
 
ini mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji 

Pasal82 
(1)	 Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 

Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT 
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau 
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

(2)	 Bupati dapat: 
a.	 mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak 
yang terutang menurut peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau 
bukan karena kesalahannya; 

b	 mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB. 
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang 
tidak benar; 

c.	 mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d.	 membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak 

yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai 
dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e.	 mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak 
atau kondisi tertentu objek pajak. 

(3)	 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan 
atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan 
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SKPOKB; 
d SKPOKBT; 
e.	 SKPOLB, 
f.	 SKPON, dan 
9	 Pemotongan atau pemungutan olen pihak keliga 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah 

c.	 Batang Tubuh 

19 I Lembar Penetapan Oitetapkan di: M e s u j i 
dan Pengundangan pada tanggal: 2011 

PENJABAT SUPATI MESUJI, 

ALBAR HASAN TANJUNG 

Drundanqkan d: : M e s u j i 
padatanggal 2011 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 

___I RUSLAN, SH.• MH 

4 

c SKPDKBT; 
d SKPDLB; 
e SKPDN; dan 
f Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah 

Oitetapkan di M e s u j i 
padatanggal 2012 

SUPATI MESUJI, 

Diuudanqkan di M e s u j i 
pada~nggal 2012 
SEKRETARIS DAERAH KASUPATEN MESUJI, 

RUSLAN 

~---=---~~~-- -=JI 
2 Frase "Kepala Oaerah" I 

diubah menjadi "Bupati" 
sesuai dengan Pasal 
angka 2 Raperda iru 

Seluruh frase "Kepala 
Daerah" dalam Raperda ini 
agar diubah menjadi 
"Bupati" sesuai dengan 
Pasal 1 angka 2 Raperda 
ini. 

Disempurnakan, nama 
pejabat yang menetapkan 
dan mengundangkan tidak 
digaris bawah dan tanpa gelar 

GUBERNUR LAMPlJNG 

ttd 

."\" J\CHIiOFflIN 7"P, 




